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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.29/Menhut-11/2013
TENTANG

PEDOMAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

. a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan, salah satu tujuan pengaturan sistem
penyuluhan yaitu memberdayakan pelaku utama dan
pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui
penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan
motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang,
peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta
fasilitasi;

. bahwa pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha

dalam kegiatan pembangunan kehutanan sangat
diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan dan
keberlanjutan pembangunan kehutanan serta
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman
Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
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Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5018);

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 130/MenPAN-11/2002 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.132/Menhut-11/2004 tentang Pedoman Umum
Penyuluhan Kehutanan

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-
1172008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor
P.14/Menhut-11/2010;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
1172010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-11/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PEDOMAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KEHUTANAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku
utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong
dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian
fungsi lingkungan hidup.
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10.

Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara
terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk
meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan
kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendamping adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh
Kehutanan Swasta dan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan
pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan sesuai dengan
kompetensinya.

Institusi penyelenggara pembangunan kehutanan adalah lembaga
pemerintah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
maupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pembangunan
kehutanan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan
oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama
dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,
masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil
hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan
hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan
kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan
kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan dengan tetap
menjaga kelestariannya.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan
sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau
memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar
dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan
dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah hutan
negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat.
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Kebun bibit rakyat yang selanjutnya disebut KBR adalah kebun bibit
yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui
pembuatan/pengadaan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau
tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber
dari dana pemerintah atau non pemerintah.

Hutan desa yang selanjutnya disebut HD adalah hutan negara yang
belum dibebani izin/hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa.

Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok
masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian sumber daya hutan.

Model desa konservasi yang selanjutnya disebut MDK adalah desa
yang dijadikan model dalam upaya memberdayakan masyarakat di
dalam dan sekitar hutan konservasi dengan memperhatikan aspek
sosial, ekonomi, budaya, serta aspek lainnya dan akan menjadi
contoh dalam pemberdayaan di tempat lain.

Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan
hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan,
pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau
korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola
usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Penyuluh kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.

Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut
PKSM adalah penyuluh swadaya yang merupakan anggota
masyarakat dan secara aktif berperan melaksanakan upaya-upaya
penyuluhan kehutanan dalam rangka mendukung pembangunan
kehutanan.

Penyuluh kehutanan swasta adalah penyuluh yang berasal dari
dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam
bidang penyuluhan.

Pasal 2

Pedoman pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan
dimaksudkan sebagai acuan bagi institusi penyelenggara penyuluhan
dan institusi penyelenggara pembangunan kehutanan baik di pusat
maupun daerah dalam merencanakan dan melaksanakan
pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan.
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